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[bookmark: _Hlk188009548]Abstrak
Penerapan sistem e-court dalam perkara perdata di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam proses peradilan. E-court memungkinkan seluruh proses litigasi, mulai dari pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, pembayaran biaya perkara, hingga pelaksanaan sidang, dilakukan secara elektronik. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan e-court dalam perkara perdata di Indonesia, serta manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, wawancara, dan observasi untuk menggali informasi dari berbagai sumber terkait, termasuk pengadilan, praktisi hukum, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun e-court membawa berbagai keuntungan, seperti mempercepat proses peradilan dan mengurangi biaya litigasi, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, dan isu keamanan data. Meskipun demikian, e-court memiliki potensi untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih modern dan adil, asalkan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat infrastruktur dan pelatihan bagi aparat peradilan guna mendukung penerapan e-court secara optimal.
Kata Kunci: e-court, perkara perdata, sistem peradilan, teknologi informasi, efisiensi peradilan.

Abstract
The implementation of e-court system in civil cases in Indonesia is one of the efforts to improve efficiency, transparency, and accessibility in the judicial process. E-court allows the entire litigation process, starting from case registration, submission of documents, payment of court costs, to the conduct of hearings, to be carried out electronically. The main objective of this research is to analyze the implementation of e-court in civil cases in Indonesia, as well as the benefits and challenges faced in its implementation. This research uses a qualitative approach with the methods of literature study, interview, and observation to gather information from various relevant sources, including courts, legal practitioners, and the public. The results showed that although e-court brings various benefits, such as accelerating the judicial process and reducing litigation costs, its implementation still faces a number of obstacles, including uneven technological infrastructure, limited human resources, and data security issues. Nevertheless, e-courts have the potential to realize a more modern and fair justice system, provided that these challenges can be properly addressed. This study provides recommendations to strengthen infrastructure and training for judicial officers to support the optimal implementation of e-court.
Keywords: e-court, civil cases, justice system, information technology, judicial efficiency.


PENDAHULUAN
		Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor hukum. Di Indonesia, sistem peradilan yang masih mengandalkan prosedur manual dan konvensional seringkali dihadapkan pada berbagai masalah, seperti lambatnya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya litigasi, dan kurangnya aksesibilitas bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan secara cepat dan efisien. Salah satu solusi yang mulai diperkenalkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut adalah dengan mengimplementasikan sistem e-court atau pengadilan elektronik.
		Penerapan e-court dalam sistem peradilan Indonesia berawal dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan. Sistem ini bertujuan untuk menggantikan proses-proses manual yang memakan waktu dan tenaga dengan sistem berbasis elektronik yang dapat memfasilitasi pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, penjadwalan sidang, hingga pelaksanaan sidang secara daring. Dengan e-court, diharapkan proses peradilan menjadi lebih cepat, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah, serta meminimalisir intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi jalannya persidangan.
		Selain itu, dengan adanya e-court, diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Bagi para pihak yang tinggal di daerah terpencil atau mereka yang kesulitan menghadiri sidang secara fisik, e-court memberikan alternatif untuk mengikuti jalannya proses peradilan dari jarak jauh. Hal ini sangat relevan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
		Namun, meskipun e-court menawarkan berbagai keuntungan, implementasinya tidak tanpa tantangan. Infrastruktur teknologi yang memadai, kesiapan sumber daya manusia di lingkungan peradilan, serta perlindungan terhadap data dan informasi pribadi menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapan sistem ini. Keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan pengguna sistem, baik itu hakim, pengacara, maupun masyarakat umum, juga menjadi hambatan tersendiri dalam adopsi e-court. Sebagai langkah awal, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah meluncurkan program e-court yang mencakup berbagai fitur seperti pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara online, hingga pelaksanaan sidang melalui video conference. Program ini tidak hanya untuk mempercepat proses peradilan, tetapi juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan persidangan.
		Dalam era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hampir setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hukum. Salah satu inovasi yang semakin berkembang adalah penerapan sistem e-court (electronic court) dalam proses peradilan. E-court merujuk pada penggunaan teknologi informasi untuk mengelola, memproses, dan menjalankan seluruh tahapan dalam litigasi, termasuk di dalamnya perkara perdata. Sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi baik bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum maupun bagi lembaga peradilan itu sendiri.
		Pada dasarnya, e-court bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan dengan memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai tahap, mulai dari pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, hingga sidang yang dapat dilaksanakan secara daring. Dengan demikian, e-court tidak hanya mengurangi potensi kesalahan administratif, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas bagi para pihak yang terlibat, terutama di era globalisasi di mana mobilitas dan komunikasi semakin mudah melalui platform digital. Penerapan sistem ini dalam perkara perdata juga diharapkan mampu memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengadilan, mengurangi birokrasi yang rumit, serta memberikan rasa keadilan yang lebih merata bagi masyarakat. Adopsi teknologi dalam peradilan juga merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem hukum yang bisa mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih efisien dan efektif. Namun, penerapan e-court juga menghadirkan tantangan, baik dari segi infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, maupun perlindungan terhadap data pribadi dan keamanan informasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan yang berbasis teknologi ini, dibutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat.Saat ini teknologi dan informasi berkembang dengan sangat pesat, teknologi dan informasi sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan kehidupan masyarakat modern tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Transparansi (keterbukaan) informasi publik merupakan tuntutan zaman dan sudah menjadi paradigma tersendiri (Wibow, 2019). Memanfaatkan kemajuan informasi dan teknologi untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan publik dalam operasional sehari-hari, berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memadukan prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, keakuratan, keamanan, dan kemudahan akses. Sebagai upaya yang sangat transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung
		Salah satu perangkat pengadilan sebagai layanan masyarakat dalam pendaftaran perkara secara online adalah pengarsipan perkara secara elektronik. Melalui aplikasi ini, selain melakukan pendaftaran perkara secara online, masyarakat juga dapat melakukan pembayaran secara online, menyerahkan berkas perkara (salinan, rangkap, kesimpulan, jawaban) dan dapat memanggil para pihak secara online.(Wibow, 2019) Melalui aplikasi e-court ini diharapkan masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya dalam mendaftarkan perkara. Semua pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang kurang memahami atau memahami penggunaan teknologi. Pendampingan akan diberikan melalui penyediaan e-courtroom corner dengan didampingi oleh petugas pengadilan yang akan memberikan penjelasan dan petunjuk kepada hakim mengenai e-courtroom. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara Secara Elektronik (PERMA), pengadilan elektronik di Indonesia resmi memiliki payung hukum. Oleh karena itu, dalam hal pelayanan, Mahkamah Agung Republik Indonesia kini mempunyai status yang sama dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Mahkamah Agung Inggris, dan Mahkamah Agung Singapura, yang termasuk di antara Mahkamah Agung pertama. untuk mengadopsi hukum elektronik. sistem pengisian.
		PERMA ini mengatur tentang persidangan secara elektronik, yaitu serangkaian proses pertimbangan dan penetapan perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung ini tentu patut diapresiasi karena bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Namun di sisi lain, penggunaan dan penerapan e-justice dapat menimbulkan permasalahan baru yang disebabkan oleh ketimpangan distribusi teknologi dan informasi serta tingkat pendidikan masyarakat di seluruh Indonesia.(Wibow, 2019)

METODE PENELITIAN
		Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai penerapan sistem e-court dalam perkara perdata di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman dan analisis terhadap fenomena yang terjadi dalam praktik, serta untuk menggali berbagai informasi dan perspektif dari berbagai sumber yang terlibat dalam sistem peradilan elektronik. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi Literatur, Wawancara Mendalam (In-depth Interviews), Observasi, analisis data, studi kasus. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan e-court dalam perkara perdata, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan elektronik di Indonesia

HASIL & PEMBAHASAN
1. Pengertian dan Tujuan Penerapan E-Court dalam Perkara Perdata
E-court merupakan sistem pengadilan berbasis elektronik yang memungkinkan seluruh proses litigasi dapat dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, pembayaran biaya perkara, hingga jalannya sidang yang dapat dilaksanakan secara daring (online). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik oleh pengadilan.
Tujuan utama penerapan e-court dalam perkara perdata adalah untuk:
a) Meningkatkan Efisiensi dan Kecepatan Proses Peradilan: Proses yang sebelumnya memakan waktu lama karena harus melalui prosedur manual dapat dipercepat dengan adanya sistem elektronik.
b) Mengurangi Biaya Litigasi: Dengan mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta mengurangi kebutuhan untuk hadir secara langsung dalam sidang, biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait dapat lebih ditekan.
c) Meningkatkan Aksesibilitas: E-court memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil, untuk mengakses layanan peradilan tanpa harus bepergian jauh.
d) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Proses peradilan yang tercatat secara elektronik memudahkan pengawasan dan menjamin akuntabilitas setiap tahapan proses hukum.
2. Implementasi Sistem E-Court dalam Perkara Perdata
Penerapan e-court di Indonesia dimulai dengan program yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Seiring berjalannya waktu, beberapa fitur penting dalam sistem e-court telah diterapkan, antara lain:
a) Pendaftaran Perkara Secara Elektronik: Para pihak dapat mengajukan perkara ke pengadilan secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini sangat membantu para pihak yang tidak dapat hadir secara fisik, seperti mereka yang berada di luar kota atau luar negeri.
b) Pembayaran Biaya Perkara Secara Online: Pembayaran biaya perkara, termasuk biaya registrasi dan biaya administrasi lainnya, kini dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik, yang mempermudah proses transaksi.
c) Pelaksanaan Sidang Daring (Online): Beberapa pengadilan telah menerapkan sidang online, terutama untuk perkara-perkara yang tidak memerlukan kehadiran fisik. Sidang online ini memungkinkan para pihak untuk mengikuti proses persidangan dari jarak jauh.
d) Pengajuan dan Penyimpanan Dokumen Secara Elektronik: Semua dokumen yang berkaitan dengan perkara perdata, seperti gugatan, bukti-bukti, dan salinan putusan, dapat diunggah dan disimpan dalam sistem yang terintegrasi secara elektronik.
3. Manfaat Penerapan E-Court dalam Perkara Perdata
Penerapan e-court memberikan sejumlah manfaat, baik bagi lembaga peradilan, pihak yang terlibat dalam perkara, maupun bagi masyarakat secara umum, antara lain:
a) Efisiensi Waktu dan Biaya: Dengan menggunakan sistem elektronik, proses pendaftaran, pengajuan dokumen, dan pelaksanaan sidang menjadi lebih cepat dan murah. Hal ini juga mengurangi antrian perkara yang menumpuk di pengadilan.
b) Aksesibilitas yang Lebih Baik: E-court memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses layanan peradilan tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Ini penting untuk menciptakan keadilan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
c) Transparansi dan Akuntabilitas: Semua proses peradilan yang tercatat dalam sistem e-court dapat dipantau dan diawasi dengan lebih mudah. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi di lingkungan peradilan.
d) Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan sistem e-court yang terintegrasi, masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait perkara mereka secara real-time, tanpa harus datang langsung ke pengadilan.
4. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Court
Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, penerapan e-court juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain:
a) Kesiapan Infrastruktur Teknologi: Tidak semua pengadilan di Indonesia memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Di beberapa daerah, keterbatasan akses internet dan perangkat keras yang belum memadai menjadi kendala dalam implementasi e-court.
b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Para hakim, panitera, dan staf pengadilan perlu dibekali keterampilan teknis untuk dapat mengoperasikan sistem e-court dengan efektif. Keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan aparat peradilan menjadi tantangan besar dalam penerapan e-court.
c) Keamanan dan Perlindungan Data Pribadi: Pengelolaan data secara elektronik memerlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi para pihak yang terlibat dalam perkara. Ancaman kebocoran data atau peretasan menjadi masalah yang perlu diwaspadai.
d) Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa pihak, baik dari kalangan pengadilan maupun masyarakat, mungkin masih terbiasa dengan prosedur peradilan konvensional dan ragu untuk beralih ke sistem elektronik. Hal ini membutuhkan upaya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif.
5. Dampak Penerapan E-Court terhadap Sistem Peradilan Perdata
Secara keseluruhan, penerapan e-court memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia. Di sisi positif, e-court dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan. E-court juga membuka peluang untuk mempercepat penyelesaian perkara, yang selama ini sering terhambat oleh prosedur manual yang memakan waktu lama. Namun, tantangan yang dihadapi, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, masih perlu mendapatkan perhatian serius. Agar sistem e-court dapat berjalan dengan maksimal, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan lainnya, untuk terus memperbaiki infrastruktur teknologi, memberikan pelatihan kepada para pihak yang terlibat, serta memperkuat sistem keamanan data. Penerapan e-court dalam perkara perdata di Indonesia merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem peradilan. Meskipun masih menghadapi beberapa tantangan, manfaat yang ditawarkan oleh sistem ini jauh lebih besar, terutama dalam hal efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Dengan perbaikan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia, e-court dapat menjadi solusi yang efektif untuk mewujudkan peradilan yang lebih cepat, murah, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pesatnya perkembangan dan kecanggihan teknologi informasi telah mempengaruhi perubahan aktivitas sehari-hari orang di berbagai bidang. Hal ini memerlukan munculnya berbagai bentuk litigasi baru yang perlu segera diperhatikan di Indonesia, dan perlu adanya peraturan hukum sebagai landasan formal serta dilaksanakan dan ditegakkan di seluruh lapisan masyarakat6. Meskipun perkembangan hukum dan hukum elektronik telah berkembang sejak lama, namun terdapat juga peraturan berupa sistem hukum sebagai landasan beracara di peradilan agama, dan undang-undang sebagai payung hukum beracara di peradilan agama. pengadilan agama, Contohnya adalah alat bukti elektronik yang sudah lama digunakan sebagai alat bukti, (Rahmatiah & Ahmad, 2023)
	Sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung terus berupaya merintis solusi yang memberikan layanan cepat, mudah dan terjangkau bagi semua pencari keadilan di pengadilan di seluruh negeri. Kegiatan tersebut antara lain menyediakan layanan penyelesaian sengketa elektronik(Rahmatiah & Ahmad, 2023). Hal ini bermanfaat bagi mereka yang mencari keadilan. Terakhir, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak dengan memperkenalkan sistem elektronik dalam pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara. Peringatan 74 tahun berdirinya Mahkamah Agung menandai lahirnya terobosan besar: diperkenalkannya e-judiciary (litigasi elektronik), yang merupakan langkah penting dalam mewujudkan modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Kebijakan tersebut disampaikannya dalam acara bertajuk “Keharmonisan Besar Bagi Indonesia” yang diselenggarakan pada 19 Agustus 2019 di Gedung Mahkamah Agung . Selanjutnya, acara formal dan peradilan elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 1/2019 tentang Acara dan Litigasi Elektronik (eLitigati). Pemanfaatan teknologi digital menjadi awal era baru peradilan modern di Indonesia dan wujud nyata transformasi yang dialami Mahkamah Agung. Upaya Mahkamah Agung dalam melakukan reformasi sistem peradilan Indonesia (judicial reform) dan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan antara lain dengan adanya pengadilan elektronik (electronic litigation). 
Pada tahap ini, para pihak dan pengacaranya tidak perlu pergi ke kantor pendaftaran pengadilan, namun cukup menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk sidang dari rumah. Reformasi peradilan diperlukan untuk mencapai keadilan yang lebih besar melalui sinergi teknologi informasi (IT) dan hukum acara (IT for justice). Salah satu ciri Mahkamah Agung adalah memberikan transparansi dan akuntabilitas yang utuh kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan.(Rahmatiah & Ahmad, 2023). Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan dalam memudahkan pelaksanaan penegakan hukum secara elektronik, antara lain namun tidak terbatas pada pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik, panggilan pengadilan, pembayaran perkara, dan proses hukum. Kami akan terus berupaya untuk mengatasi segala kendala atau kendala agar prosesnya menjadi sederhana, cepat, dan hemat biaya. Kedua, tuntutan litigasi dan kebutuhan waktu mengharuskan peralihan dari layanan manajemen perkara ke pengadilan berbasis teknologi informasi. Ketiga, Mahkamah Agung diharapkan terus mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran operasional pengadilan. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang baru ini harus memberikan dasar dan kerangka hukum bagi pengenalan teknologi informasi dalam proses hukum dan peradilan. Semua itu bertujuan untuk mendukung terselenggaranya proses bisnis dan hukum yang baik, profesional, transparan, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan modern.(Rahmatiah & Ahmad, 2023). Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa pemberlakuan undang-undang baru tentang pengelolaan berkas elektronik dan persidangan elektronik merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Mahkamah Agung RI. Visi ini diwujudkan dalam sistem peradilan modern yang terkomputerisasi.
6. Hukum Acara Litigasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan
Tata cara penyelesaian perkara yang dilakukan secara elektronik atau dikenal dengan e-litigasi, berlaku untuk perkara perdata di semua pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan dilarang memasak. Itu pengecualian, Medan. Namun tidak semua langkah proses dapat dilakukan pada sistem proses elektronik. Untuk melaksanakan perundingan awal , pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan harus hadir pada hari, tanggal, dan jam kerja yang ditentukan. Selain itu, sertifikasi level tidak dilakukan secara elektronik. Berikut proses e-litigasi di Pengadilan Agama Medan(Rahmatiah & Ahmad, 2023). Pertama: Pengajuan Gugatan Dalam hal pemohon atau penggugat, baik pengguna terdaftar maupun pengguna lain, mengajukan gugatan, maka proses pendaftaran gugatan hingga tahap pengajuan mengikuti Surat Perintah Mahkamah Agung Tahun 2019 Nomor. . Perkara tersebut akan diajukan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan pembayaran biaya perkara yang akan dilakukan secara elektronik dengan prosedur virtual account. Mengenai pertanyaan pengadilan mana yang berwenang memutus perkara yang diajukan, kami tetap menggunakan pedoman mengenai Alamat terdakwa atau di mana pokok sengketa itu berada. Hal ini diatur dalam Pasal 118 KVG/Pasal 142 RBG. Pada tahap ini, kami juga mengacu pada prinsip Pengadilan Litigasi Aktor. Artinya pengadilan yang berwenang adalah pengadilan tempat tinggal terdakwa, dengan memperhatikan Pasal 17 BW yang menyatakan bahwa tempat tinggal adalah tempat tinggal orang tersebut. Jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik tidak hanya terbatas pada perkara pengadilan, tetapi juga mencakup perkara ringkasan dan perkara petisi.
	Yang kedua adalah membayar Panjal biaya pembelian barang online. Sebelum suatu gugatan dapat didaftarkan, pihak yang berperkara harus terlebih dahulu membayar seluruh biaya gugatan tersebut.(Rahmatiah & Ahmad, 2023) Aplikasi e-court memungkinkan penghitungan biaya litigasi dan penerbitan e-SKUM secara otomatis. Aplikasi e-Court menyediakan kode rekening visual yang dapat digunakan baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya untuk membayar biaya perkara dan PNPB (Pendaftaran Surat Kuasa Secara Elektronik). Ketiga, panggilan pengadilan. Panggilan telepon kepada Pengguna Terdaftar akan dilakukan kepada Pengguna Terdaftar melalui sistem elektronik oleh Jurusita . Sedangkan pengguna lain atau yang belum memiliki akun akan dipanggil secara manual oleh juru sita ke alamat tempat tinggalnya. Kesepakatan para pihak untuk melakukan sidang secara elektronik diatur dan dijelaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
Keempat: Mediasi. Pada sidang pertama yang melibatkan dua wakil utama siding , majelis hakim akan berupaya mendamaikan kedua pihak yang bersengketa hukum guna mewujudkan asas perdamaian dalam persidangan. Namun apabila upaya Majelis Hakim
untuk mendamaikan para pihak tidak membuahkan hasil, maka Majelis Hakim meminta kepada Kepala Sekolah untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Surat Perintah Nomor 1 Mahkamah Agung Republik Indonesia. .Dia akan memerintahkan Anda untuk menjalani prosedur tersebut. Namun proses yang disepakati akan dilakukan secara elektronik ini tetap memerlukan kehadiran langsung pada tahap mediasi, baik dihadiri kuasa hukum maupun tidak. Kami bertemu satu sama lain, mendengar langsung satu sama lain, dan berpartisipasi dalam negosiasi. 11 Dalam hal ini, kehadiran langsung dapat dilakukan melalui notaris. Tahap selanjutnya, setelah tahap mediasi dipastikan tidak membuahkan hasil damai, hakim dan para pihak menghadiri sidang seperti biasa untuk menentukan jadwal sidang elektronik atau kalender persidangan yang disepakati bersama. dapat diputuskan melalui prosedur elektronik setelah tahap mediasi dinyatakan gagal.
Kelima : Proses hukum. Pada tahap ini, Ketua Panel menentukan jadwal perundingan topik untuk penyampaian jawaban, balasan, dan reproduksi melalui SIPP yang terintegrasi dalam sistem eCourt. Hal ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut mengetahui jadwal dan agendanya.(Rahmatiah & Ahmad, 2023). Persidangan dapat dilihat melalui sistem pengadilan elektronik. 12 Pada tahap ini, para pihak wajib mengajukan balasan, salinan dan reproduksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Dokumen yang dikirimkan oleh para pihak harus dalam format PDF atau RTF/Doc. Jika, tanpa alasan yang adil dan masuk akal berdasarkan undang-undang, para pihak tidak mengirimkan dokumen-dokumen yang ditunjuk sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pemberi pinjaman dianggap tidak menggunakan haknya.
Sesuai dengan undang-undang, sidang ditunda bila ada alasan yang kuat untuk diajukan.

KESIMPULAN 
Penerapan e-court dalam perkara perdata di Indonesia merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem peradilan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, e-court memungkinkan proses litigasi yang lebih efisien, transparan, dan terjangkau, serta meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kesulitan untuk hadir secara fisik dalam persidangan. Sistem ini memungkinkan pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, pembayaran biaya perkara, dan pelaksanaan sidang dilakukan secara elektronik, yang mempercepat proses peradilan dan mengurangi biaya litigasi. Namun, meskipun e-court menawarkan berbagai manfaat, penerapannya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya keterampilan teknis di kalangan sumber daya manusia, serta isu keamanan data dan privasi. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari beberapa pihak yang terbiasa dengan prosedur konvensional juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, e-court dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia jika tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Dengan dukungan yang cukup dari pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat, e-court memiliki potensi untuk mewujudkan peradilan yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih adil, serta membawa sistem peradilan Indonesia ke era digital yang lebih modern dan ramah akses bagi seluruh lapisan masyarakat.
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